PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS
BIAYA NIKAH DAN RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH
DAN RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan pelayanan pemerintah
yang lebih optimal dengan mewujudkan pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa layanan
nikah atau rujuk di luar kantor urusan agama
kecamatan yang efektif dan efisien, pengaturan
mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu
disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan;
bahwa dengan adanya perkembangan pengaturan
mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
dan untuk menjamin kepastian hukum, Peraturan
Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya
Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama
Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar
Kantor Urusan Agama Kecamatan sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum,
sehingga perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor
Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah diubah



Mengingat

Menetapkan

-2 -

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar
Kantor Urusan Agama Kecamatan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6563);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
955);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK ATAS BIAYA NIKAH DAN RUJUK DI LUAR KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
37 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS BIAYA NIKAH DAN RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya
Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 382)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan
Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1255),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

P

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

‘@#Kumnmnﬁu

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 435
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